
 

 

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

KEPUTUSAN BUPATI  MAGETAN 

NOMOR  188/ 4  /Kept/403.013/2021 

TENTANG 

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  

DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2021 

UNTUK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang : a. bahwa guna melakukan langkah antisipasi dan penanganan 

dampak penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di 

Kabupaten Magetan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 

ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease (COVID-19), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah, telah dialokasikan 

anggaran untuk penanganan Corona Virus Disease (COVID-

19) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 pada belanja tidak terduga di sub kegiatan 

pengelolaan dana darurat dan mendesak; 

  b. bahwa guna pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana 

dimaksud pada huruf a maka berdasarkan ketentuan Pasal 

48 dan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang 

SALINAN 
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Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 

Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak 

Terduga Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Corona Virus 

Disease (COVID-19); 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur  (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Tahun  1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan  Kedua  Atas  

Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2019 Nomor  42,  Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun  2011  

tentang  Pedoman  Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, sebagaiman telah beberapa kali   diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara   

Republik   Indonesia Tahun 2019 Nomor 565); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor  8 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan 

Nomor  8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita  Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2014  Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 40); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah  Kabupaten Magetan Nomor 103); 

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang  

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2020 Nomor 79); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  

KESATU : Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Untuk 

Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). 

KEDUA : Belanja Tidak terduga untuk pencegahan dan penanganan 

Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua 

puluh lima miliar). 

KETIGA : Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk 

Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), dialokasikan 

untuk: 

a. Bidang Kesehatan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima 

belas miliar rupiah); 

b. Bidang Ekonomi sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah);dan 

c. Bidang Sosial sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). 
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KEEMPAT : Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau unit kerja/instansi 

pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KETIGA wajib mempertanggungjawabkan dan menyampaikan 

laporan kepada Bupati Magetan atas penggunaan dana sesuai 

ketentuan peraturan perundang undangan. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

Ditetapkan di  Magetan 

pada tanggal 6 Januari 2021                                        

BUPATI MAGETAN, 

TTD 

SUPRAWOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


